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BAB III

OBJEK LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN
3.1 Gambaran Umum Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat 

3.1.1 Sejarah Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

Sejarah Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Jawa Barat secara historis, lembaga perpustakaan dan kearsipan di tingkat propinsi Jawa Barat yang saat ini menjadi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Jawa Barat, sebelumnya mengalami beberapa kali perubahan nama. 
Cikal bakalnya bernama Perpustakaan Negara yang berdiri pada tanggal 23 Mei 1956 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan nomor 29103/S di 19 Propinsi, salah satunya yaitu di Bandung yang berlokasi di Jl. Diponegoro serta induk organisasinya adalah Biro Perpustakaan dan Pembinaan Buku.

Setelah terbit Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 095/1967 tanggal 6 Desember 1967, ditetapkan bahwa Lembaga Perpustakaan merupakan induk organisasi Perpustakaan Negara, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 079/1975 induk organisasi Perpustakaan Negara menjadi Pusat Pembinaan Perpustakaan.

Empat tahun kemudian, tepatnya tanggal 29 Mei 1979 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan nomor 095/0/1979 tentang penetapan pengalihan nama Perpustakaan Negara menjadi Perpustakaan Wilayah, sementara induk organisasinya masih Pusat Pembinaan Perpustakaan.

Adanya Penggabungan Pusat Pembinaan Perpustakaan dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional RI, Pasal 14 ayat 1 nama Perpustakaan Wilayah yang ada disetiap propinsi berubah menjadi Perpustakaan Daerah Jawa Barat dan induk organisasinya adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).

Setelah terbitnya Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, maka selaras Pasal 16 ayat 1 nama Perpustakaan Daerah Jawa Barat berubah lagi menjadi Perpustakaan Nasional Propinsi Jawa Barat, sedangkan lembaga induk organisasinya masih Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1999, pada tahun 2001 Perpustakaan Nasional Propinsi Jawa Barat yang pada awalnya merupakan instansi vertikal Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berada diibukota Propinsi dilimpahkan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Tepat pada tanggal 12 April 2002 dibentuk Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Barat dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2002 sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Pada awalnya bernama Lembaga Perpustakaan dan Lembaga Kearsipan Daerah, kemudian digabungkan menjadi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2008. 

3.1.2 Visi dan Misi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. 

Visi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah : “Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Sumber Informasi Yang Handal Menuju Masyarakat Jawa Barat Yang Cerdas”.
Untuk mewujudkan visi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Jawa Barat tersebut telah ditetapkan misi yaitu sebagai berikut :
1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga perpustakaan dan kearsipan.
2. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi Sumberdaya Manusia pengelolaan perpustakaan dan kearsipan.

3. Mengembangkan budaya baca masyarakat guna mewujudkan masyarakat belajar (Learning Society).

4. Mengembangkan budaya sadar arsip.

5. Mengembangkan, mengelola, melestarikan, dan memberayakan bahan perpustakaan dan arsip sebagai khazanah informasi dan pengetahuan.

6. Menyelenggarakan layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi. 

3.1.3 Struktur Organisasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat  memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat  mempunyai fungsi :
1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan Daerah.

2. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah bidang perpustakaan dan kearsipan Daerah.

3. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). 

4. Pelaksanaan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Uraian Penjelasan Struktur Organisasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing Sub bagian atau Sub bidang, sehingga rencana yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Penjelasan Struktur Organisasi yang berhubungan dengan penyusutan arsip statis yaitu Bidang Pengelolaan Kearsipan.

Bidang Pengelolaan Kearsipan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengelolaan kearsipan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pengelolaan Kearsipan  mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengelolaan kearsipan;

2. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan pengelolaan kersipan;

3. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan

4. Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan kearsipan.
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